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INTISARI

Tujuan dari penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui sejauhmana
sertipikat hak milik menjamin kepastian hukum pada pemilik tanah khususnya
pada kasus perdata Nomor : 10/Pdt.G/1996/PN.PL.R 2) Untuk mencari kebe-
naran tentang pembuktian sertipikat hak milik terhadap kasus perdata Nomor:
10/Pdt.G/1996/ PN.PL.R.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian
hukum normatif, bahan pustaka dan data sekunder yang menjadi pokok penelitian
ini,

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini bahwa sertipikat hak
tanah bukanlah alat bukti satu-satunya/tidak tergoyahkan dan karenanya harus
dinilai tidak mempunyai pembuktian yang mutlak. Untuk membuktikan adanya
hak atau kenyataan itu Pasal 164 HIR/Pasal 284 Rbg menentukan macam-macam
alat bukti, yaitu ; surat-surat, saksi-saksi, persangkaan, pengakuan, dan
persangkaan. Dalam hal terjadinya sengketa tentunya akan mencari alat bukti lain
yang menjadi dasar/alas terbitnya sertipikat tanah tersebut selaras dengan upaya
pembuktian Hukum Acara Perdata.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Salah satu tugas yang terpenting dari fungsi Badan Pertanahan Nasional
adalah memberikan jaminan kepastian hukum hak atas tanah, Pasal 19
Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan bahwa :

1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran
tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan
yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;

2. Pendaftaran tanah tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi :

a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;

b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak tersebut;

¢. Memberikan surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat
pembuktian yang kuat.

Pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional yang bertugas
mengelola tanah di negara Indonesia, dalam rangka menjamin kepastian dan
perlindungan  hukum terhadab masyarakat maka diselenggarakanlah
Pendaftaran tanah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997, pendaftaran tanah ini dapat dilakukan secara sistimatis (massal)

maupun secara sporadik (secara individu).
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ditemui dalam proses pendaftaran tanah ini adalah sengketa pertanahan,
maksudnya gugatan atau keberatan pihak tertentu atas pendaftaran suatu
bidang tanah yang didaﬁarkan..

Penekanan tugas ini bukan tanpa alasan. Tanah yang tersedianya
terbatas harus menghadapi permintaan yang relatif tidak terbatas. Keadaan
demikian ini sudah tentu potensial untuk menimbulkan berbagai sengketa
pertanahan. Bila kita perhatikan betapa eratnya hubungan manusia dengan
tanahnya terlihat pula pada ungkapan orang Jawa ; “sadumuk bathuk sanyari
bumi dibelani pati “ atau “tanah saya”. Kedua unkapan tersebut bukan sekedar
bermakna dalam kata-kata, melainkan acapkali : nyawa saya, kebahagiaan
saya”.

Untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada
pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak
lainnya yang terdaftar, agar dengan mudah membuktikan dirinya sebagai
pemegang hak yang bersangkutan. Untuk itu kepada pemegang haknya
diberikan sertipikat sebagai surat tanda buktinya (Pasal 4 ayat (1) Undang-
Undang Pokok Agraria).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka dalam rangka pemberian
kepastian hukum kepada pemegang hak atas tanah, pemerintah mengadakan
pendaftaran tanah dengan sistem publikasi negatif yang mengandung unsur-

unsur positif. Hal tersebut tampak dari pernyataan dalam Pasal 19 ayat (2)



Menurut sistem ini, segala yang tercantum di dalam sertipikat tanah
dianggap benar sampai dapat dibuktikan sebaliknya (tidak benar) dimuka
pengadilan. Ketentuan im’ bertujuan pada satu pihak untuk berpegang pada
ketentuan sistem publikasi negatif dan lain pihak untuk memberikan kepastian
hukum kepada pihak yang dengan itikad baik menguasai sebidang tanah dan
didaftar sebagai pemegang hak, dengan sertipikat sebagai tanda buktinya.

Sistem publikasi negatif itu sendiri berarti masih membuka peluang
terjadinya pembatalan sertipikat suatu hak milik atas tanah, yang berdasarkan
putusan pengadilan. Karena sertipikat hak milik atas tanah sebagai surat tanda
bukti hak atas tanah dimaksud kan untuk memberikan perlindungan hukum
kepada pemilik hak tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) huruf C
Undang-Undang Pokok Agraria. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf C tersebut,
berarti pemerintah bermaksud melindungi pemilik tanah sesuai dengan asas
Memo Plus Yuris (melindungi pemegang hak atas tanah yang sebenarnya dari
tindakan orang lain yang mengalihkan haknya tanpa diketahui pemegang hak
yang sebenarnya).

Berdasarkan uraian di atas menimbulkan pertanyaan mengenai ke-
kuatan pembuktian sertipikat hak milik atas tanah itu sendiri mengingat
sertipikat hak milik atas tanah adalah tanda bukti hak milik atas tanah dan hak
milik itu sendiri ditegaskan sebagai hak yang terkuat dan terpenuh artinya hak

milik atas tanah adalah hak yang paling kuat dan paling penuh jika



12 Agustus 1996 yang menjadi bahan penulisan skripsi ini, dimana Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa ini telah memberikan putusan
dengan menyatakan béhwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 4219 tanggal
3 Desember 1995 atas nama Armen Sinulingga, BA tidak mempunyai
kekuatan hukum. Sehingga penulis tertarik mengetengahkan penulisan skripsi
ini dengan judul :

“ Kekuatan Pembuktian Sertipikat Hak Milik Dalam Kasus
Perdata Nomor : 10/Pdt.G/1996/PN.P.R. Di Kota Palangka Raya Provinsi
Kalimantan Tengah ”.

Dengan alasan :
- Tujuan dari pendaftaran tanah hak atas tanah untuk menjamin kepastian
| hukum, yakni dengan memberikan sertipikat tanah kepada yang betul-
betul pemilik tanah. Dan sebaliknya dalam kasus ini dimana sertipikat
tanah hak milik No.4219 tanggal 3 Desember 1995 atas nama Armen
Sinulingga, Ba ternyata tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga apa
yang menjadi tujuan pendaftaran hak atas tanah itu ternyata masih belum
betul-betul menjamin kepastian hukum;
- Di muka pengadilan sertipikat sering diuji kekuatan hukum surat tanda
bukti pemegang hak atas tanah yang dalam kasus ini berbentuk sertipikat
tanah. Jadi penulis tertarik untuk mengetahui kekuatan sertipikat hak

milik atas tanah sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah dalam kasus



B. PERUMUSAN MASALAH

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria
Nomor 5 tahun 1960 dfkeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun1997
tentang Pendaftaran Tanah, yang dalam pasal 32 ayat (1) menegaskan bahwa
sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat
pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat
didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data
yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.

Dengan demikian rumusan pengertian kata “kuat” seperti diuraikan
beberapa dasar hukum di atas, adalah mengandung arti bahwa sertipikat hak
atas tanah bukanlah merupakan surat tanda bukti hak yang “mutlak”.
Maksudnya bahwa sertipikat hak atas tanah itu masih bisa digugurkan
sepanjang ada pembuktian sebaliknya yang menyatakan bahwa sertipikat itu
tidak benar.

Kendatipun tujuan pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah itu adalah
menjamin adanya kepastian hukum pemegang hak atas tanah berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, sertipikat hak atas tanah itu
hanyalah merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat
pembuktian yang kuat terhadap pemegang hak atas tanah.

Sementara itu kepastian hukum atas kepemilikan tanah sangat erat

berkaitan dengan aspek keadilan. Oleh karena itu tidaklah mengherankan



Sengketa hak pada dasarnya merupakan perkara perdata di
pengadilan, dimana hampir selalu instansi Badan Pertanahan Nasional
berkedudukan sebagai “Tergugat”. Di depan pengadilan tersebut, pada
hakekatnya hendak dicari keadilan dan kebenaran. Keadilan bersifat subjektif,
artinya suatu hal yang dirasakan seseorang telah adil belum tentu demikian
bagi orang lain. Oleh karena sifatnya inilah maka orang menuntut keadilan
apabila hak-haknya dilanggar, sedangkan kebenaran dapat dilihat dari dua
unsur, yaitu :

Pertama, kebenaran formal ; kebenaran ini menitik beratkan pada
unsur fisik/lahiriah. Apa yang pada lahirnya tampak sebagai yang benar maka
harus dipertahankan sebagai demikian sampai dapat dibuktikan sebaliknya.
Oleh karena tiu kebenaran ini banyak tergantung pada tampakan lahirian.

Kedua, kebenaran materiil ; yang diperhatikan dalam kebenaran ini
adalah substansinya, hal ini dapat dikatakan sebagai kebenaran yang
sebenarnya. Sebagai kelanjutan dari pemberian perlindungan hukum kepada
para pemegang sertipikat hak atas tanah, dinyatakan dalam Pasal 32 ayat (2)
Undang-Undang Pokok Agraria, bahwa :

“ Dalam hal atas suatu bidang sudah diterbitkan sertipikat secara sah
atas nama orangatau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan
ittkad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak yang merasa
mempunyai hak atas tanah ini tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak
tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu

tidak mengajukan gugatan pada pengadilan mengenai penguasaan atau
penerbitan sertipikat tersebut.”



memberikan keputusan. Dari uraian tersebut diatas maka rumusan per-
masalahannya yang di angkat adalah :

Bagaimana kekuatan pembuktian sertipikat hak milik atas tanah
dalam kasus Perdata Nomor: 10/Pdt.G/1996/PN.PL.R Di Kota

Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah ?

C. PEMBATASAN MASALAH.

Karena banyaknya sengketa tanah yang terjadi dan ditinjau dari cara
penyelesaiannya, serta mengingat keterbatasan penyusun baik dari segi
pengetahuan kemampuan dan biaya maka penyusun membatasi masalah hanya
pada sengketa kepemilikan hak atas tanah yang :

- Sengketa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sengketa yang terjadi
antara Drs. J.H. Sagala melawan 1) Armen Sinulingga, S.H., 2)
Pemerintah Republik Indonesia: Cq. Menteri Negara Agraria /Kepala
Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Tingkat I Kalimantan Tengah Cq. Kepala Kantor Pertanahan
Kotamadya Palangka Raya, 3) Arifin Sinulingga, BA.

- Sengketa pertanahan yang diteliti Putusan Pengadilan Negeri Palangka

Raya Nomor : 10/Pdt.G/1996/PN.PL.R.



D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN.
1. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk:

. Untuk mengetahui sejauhmana sertipikat hak milik dapat
menjamin kepastian hukum pada pemilik tanah khususnya pada
kasus perdata Nomor : 10/Pdt.G/1996/PN.PL.R;

2. Untuk mencari kebenaran tentang alat bukti sertipikat hak milik

terhadap kasus perdata Nomor : 10/Pdt.G/1996/PN.PL.R

2. KEGUNAAN PENELITIAN:
1. Kegunaan penelitian ditinjau dari segi akademis:
Agar dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan tentang
sengketa pertanahan dan pemecahannya.
2. Kegunaan penelitian ditinjau dari segi praktis:
Memberi masukan dan informasi kepada Kantor Pertanahan Kota

Palangkaraya.
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BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dalam kasus yang penulis angkat ini, yaitu kasus perdata Nomor.
10/Pdt.G/1996 PN. PL. R. tanggal 12 Agustus 1996, setelah dikaji dan
dianalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka
Raya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tentang kekuatan
pembuktian sertifikat hak milik dalam sengketa tanah, maka dapat penulis
ambil kesimpulan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
pendaftaran tanah, dalam pelaksanaannya menganut sistem publikasi
negatif mengandung unsur-unsur positif, artinya bahwa segala yang
tercantum di sertifikat tanah dianggap benar sampai dapat dibuktikan
sebaliknya (tidak benar) di muka sidang pengadilan.

2. Selaras dengan sistem publikasi tersebut di atas, yurisprudensi Mahkamah
Agung Republik Indonesia dalam putusannya No. 459 K/Sip/1975 tanggal
18 September 1975 menyatakan bahwa mengingat stelsel negatif/
pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesia, maka terdaftarnya seseorang

di dalam register bukanlah berarti absolut menjadi pemilik tanah tersebut.
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3. Dalam kasus perdata Nomor : 10/Pdt.G/1996/PN.PL.R dengan dibatalkan

nya sertipikat hak milik atas tanah No. 4219 tanggal 3 Desember 1995 atas
nama Armen Sinulingga, berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang
diajukan oleh penggugat di muka Sidang Badan Peradilan, hal ini karena
dasar/alas hak terbitnya sertipikat tersebut tidak benar yaitu melanggar

hukum dengan tidak beritikad baik.

B. SARAN

Berdasarkan uraian dan kesimpulan yang telah penulisan sampaikan,

maka penulis berusaha untuk memberikan masukan/saran yang kiranya dapat

memberikan sumbangan dalam pemikiran di dalam penanganan sengketa

pertanahan adalah sebagai berikut :

1.

L

Perlu lebih ditingkatkan anggaran dan sarana dalam penanganan dan
penyelesaian sengketa pertanahan di kantor pertanahan, khususnya bagi
Sub Seksi Penyelasaian Masalah Pertanahan schingga bisa lebih
ditingkatkan kinerja serta ketertiban administrasi;

Perlu ditingkatkan koordinasi antar seksi dilingkungan kantor pertanahan
serta antara kantor pertanahan dengan instansi terkait, khususnya lembaga
peradilan dalam penanganan dan penyelasaian sengketa pertanahan;

Kantor pertanzahan perlu lebih meningkatkan sosialisasi peraturan hukum
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